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NOTA EESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAW PERIKANAN REPUBLIK INDONESLA
DAN
EEMENTERIAN EOMUNIKASI DAN DIFORMATIKA

REPUBLIE INDONESIA

NOMOR: 14/ MEN-KP/KBE/XT /2017

NOMOR: 1532/ Mol /M KOMINFG/HE.03.02, 11,2017

TENTANG

PENGEMBANGAN SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN MELALUI
PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFOEMATIEKA

FPada hari ind, Jumat, tangeal tujuh belas, bulan November, tahun dua mbuo
tujub belas, (17-11-2017), berlempat di Jaksaeta, kemi yang bertanda
tangzn di bawah il

1, &8I PUDJIASTUTI, Menteri Kelanran den Penkanan  Republi
Indenesia, dalmm hal ini berlindak nntiuk dan atas name Kementerian
Kelzulan dan Ferilbanan Bepublik Indonesia, borkedudukan i Jalan
Medarn Merdeka Timuar Nomer L6, Jalarta Pusat 10110, untalk
gelanjuinys disebur sebagat PIHAK KESATU.

2. RUDIANTARA, Moniterd Koomniknsi  dan Informalka Republik
Indonesia, delam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komenleran
Eomunikasi dun inlormetila Republik ndonesia, berkedudukan di JL
Medan Merdelsa  Haral MNomor 9, Jaksrts  Puasat 10110, unmk
gelanjuilnya disebut sebagal PIEAK KEDUA,

secare Dersania-sama unhik sslanjutnya disebut scbhaga PARA PIHAK
Diengac berdasarkan pade perlmbaigan sehagal horikut:

i, bahtwn PIHAK HESATU adalah instasnsi yang mesnpunyal  tasas
mervelenggarakan  urusan - pemerintaban di bidang kelavian dan
perkanen ©untuk  meombantu Presiden dalam menyelengrarakarn
PCIMCTINTH AT LIRS,

b. bahwa PIHAK KEDUA =rdalah  imslansi. yang mompunyst Loges
menvelengpgarekan wrngan pemerntahan di bidang komunikss dan
infarmatilee wniuk  membantn Presiden . delamm menyelenggaraban
pementlalian nogara; )



C.

bahwa Kesepakatan Bersama antara Kementerian Kelautan dan
Perikanan Republik Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan
Informatika Republik Indonesia, Nomor: 13/MEN-KKP/KB/XII/2010 dan
Nomor: 596/M/KOMINFO/MoU/12/2010 tentang Pengembangan
Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika Sektor Kelautan dan
Perikanan telah berakhir masa berlakunya.

Oleh karena itu PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dengan
ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di

bawah ini:
Pasal 1
Maksud dan Tujuan
(1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan bagi PARA

(2)

PIHAK dalam melakukan kerja sama dalam rangka pengembangan
sektor kelautan dan perikanan melalui penyelenggaraan komunikasi
dan informatika.

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mendukung terwujudnya
Indonesia sebagai poros maritim dunia melalui penyelenggaraan
komunikasi dan informatika di sektor kelautan dan perikanan.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

a.

b

pelaksanaan edukasi publik dan diseminasi informasi di sektor
kelautan dan perikanan;

pemberdayaan masyarakat di sektor kelautan dan perikanan melalui
pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);

pengembangan sumber daya manusia dan riset bidang TIK di sektor
kelautan dan perikanan;

pengembangan konten informasi edukatif di sektor kelautan dan
perikanan;

penyediaan, pengembangan, dan pemanfaatan aplikasi informatika;
pertukaran data dan informasi; dan

pemanfaatan sumber daya dan infrastruktur komunikasi dan
informatika.



Pasal 3
Pelaksanaan

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan
Perjanjian Kerja Sama yang dilakukan oleh wakil-wakil yang ditunjuk
oleh masing-masing pihak sesuai dengan kebutuhan, yang memuat
ketentuan yang lebih rinci.

(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang PARA PIHAK
serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Guna menindaklanjuti pelaksanaan Nota Kesepahaman ini PARA
PIHAK menunjuk Pejabat Penghubung, dari PIHAK KESATU adalah
Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat
Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan dan dari PIHAK
KEDUA adalah Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal
Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Pasal 4
Jangka Waktu

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun,
terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK,

(2) Necta Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan dapat diperpanjang
dengan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan pihak yang ingin
mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman ini harus
memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3
(tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 5
Pembiayaan

Pembiayaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota
Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan sumber lain
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
Perbedaan Pendapat

Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam penafsiran dan pelaksanaan
Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat
oleh PARA PIHAK.



Pasal 7
Monitoring dan Evaluasi

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi baik secara sendiri-
sendiri maupun bersama-sama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun.

Pasal 8
Perubahan

(1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA
PIHAK.

(2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota
Kesepahaman ini diatur dan dituangkan dalam bentuk addendum
dan/atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
Penutup

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan,
dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini,
dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai secukupnya, masing-masing
mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA
PIHAK.

Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik
untuk dipatuhi dan dilaksanakan cleh PARA PIHAK.

B .
f/f AY{PIHAK KESATU,
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